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10.

11.

12

13%

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang—Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45735);

Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
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Menetapkan

L7.

18.
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20.

21.

22,

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN P
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

(1) Pertanggungjawaban APBD berupa laporan keuangan memuat :

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 7 seri D Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri D Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Simalungun Tahun 2017 Nomor 7 Seri D Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2018 Nomor 1
seri D Nomor 1);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi F
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Per :
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanjs

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Dan
BUPATI SIMALUNGUN

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

a. Laporan Realisasi Anggaran .
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
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c. Neraca

d. Laporan Operasional

€. Laporan Arus Kas

f. Laporan Perubahan Ekuitas, dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar lag
keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2018 se
a. Pendapatan Daerah Rp. 2.193.012.743.922,30
b. Belanja Rp. 2.269.698.962.407,92

Surplus/ (Defisit Rp. (76.686.218.4

Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Rp. 154.984.101.958,68
b. Pengeluaran Rp. 14.503.759.269,00
Pembiayaan netto
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan (SILPA) Rp

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :
(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp(636.567.051.326,70) dengan
a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan
b. Realisasi
(Kurang)

(2) Selisih Anggaran dengan realisasi belanja dan transfer berjumlah Rp(912.785.883.009,2
a. Anggaran belanja setelah perubahan
b. Realisasi
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(3) Selisih Anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp276.218.831.682,50 dengan perincian sebagai berikut :

a.Surplus/defisit dengan perubahan Rp. (352.905.050.168,12)
b.Realisasi Rp. (76.686.218.485,62)
Selisih Rp. 276.218.831.682,50

(4) Selisih Anggaran dengan realisasi Penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(1,44) dengan rincian sebagai berikut :

a.Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 21.908.809.437,12
b.Realisasi Rp. 21.908.809.435,68
Selisih Rp. 1,44
(5) Selisih Anggaran dengan realisasi Pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp4.500.000.000,00) berikut :
a.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 19.003.759.269,00
b. Realisasi Rp. 14.503.759.269,00 :
Selisih Rp. (4.500.000.000,00)

(6) Selisih Anggaran dengan realisasi Pengeluaran pembiayaan netto sejumlah (Rp212.424.707.478,44) sebagai ber: iku
a. Anggaran pembiayaan netto setelah pembiayaan Rp. 352.905.050

b. Realisasi Rp. 140.480.3

Rp. (212.424.707.

Pasal 4 =

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desct
Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
a.Saldo Anggaran Lebih Awal
b. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
Sub Total
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)
Sub Total

d.Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
e. Lain-lain
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Pasal 5

Neraca sebagaimana pada pasal 1 ayat (1) huruf ¢ per 31 Desember 2018 sebagai berikut :
a. Jumlah Aset

b. Jumlah Kewajiban

c. Jumlah Ekuitas Dana
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Lampiran

I Perda Pertanggungjawaban

Nomor  : 1 Tahun 2019
Tanggal : 8 Agustus 2019
PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN ; .
TAHUN ANGGARAN 2018 . ,
NOMOR JUMLAH (Rp) BERTAMBAH:,_!, (BERKURANG)
HRGE Ml ANGGARAN SETELAH REALTSASE (Rp)
PERUBAHAN -
il PENDAPATAN 2.829.579.795.249,00 2.193.012.743.922,30 (636.567.051.326,792
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH | Gessis20207400 | 164.107.850.129,30 ]
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 98.950.000.000,00 79.357.802.640,00 ‘
1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 16.403.500.000,00 3.878.874.844,00 (12.524.625.156,00)
1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 25.500.000.000,00 23.081.632.302,00 ) )
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 524.961.702.074,00 57.789.540.343,30
1.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.766.523.757.181,00 1.654.994.671.492,00
f.2.1 Transfer Pemerintzh Pusat - Dana Perimbangan | 1;556-21‘;9-041_65,66— . 5.395.373.95_2.344,00 B[
P | Dana Bagi Hasil Pajak 59.323.186.163,00 48.718.374.190,00
10 Zasal 7 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 2.546.721.000,00 3.740.686.437,00
¥.2.1.3 Dana Alokasi Umum 1.230.816.187.000,00 1.177.957.174.120,00
1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus | _3-994528.8_1_0.099,00_ _— §§4.957.717.597,00 L[
iU 2 T Transfer Pemerintah Provinsi T _72?{28_8_5_3_0_18,_09 _______ §9_§2_0-7_1?_1?8_,(-]q ]
1202301 Pendapatan Bagi Hasil Pajak | ol _72?9&{&35_3_0_1{3,_09_ | _ 59_.6_520:7_1?._1?8,00‘
193 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH [ - 392.240_.8_35:9_911,_0(_)- 1 5373_.%10.2_22.39{,0[1;
1. 3. Pendapatan Hibah 127.998.221.994,00 104.978.740.000,00
1:30.3 Pendapatan Lainnya 269.242.614.000,00 268-.931.482.30‘]7,00‘ ‘
2 BELANJA 3.182.484.845.417,12 2.269.698.962.407,92
20 BELANJA OPERASI - _2._3?%.?51:8_7_4:3_1_1,_(19 3 1.842.394.626.684,92.
2okl Belanja Pegawai 1.208.306.393.585,00
25 Belanja Barang 744.246.665.410,00
21,3 Belanja Bunga 10.061.381.922,00
2515 Belanja Hibah 41.956.621.934,00
2.1.'%6 Belanja Bantuan Sosial 2.000.000.000,00
2017, Belanja Bantuan Keuangan | 386.270.811.400,00 | 369.39
2.2 BELANJA MODAL | 747.220.141.106,12
20204 Belanja Tanah 556.285.000,00 |  300.00
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NOMOR JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
Bitur URAIAN ANGGARAN SETELAH REALISASI (Rp) :
PERUBAHAN :

2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin 72.864.571.065,12 43.347.035.679,00 (29.517.535.386,12) |
2.2.3 Belanja Bangunan dan Gedung 53.084.840.000,00 42.579.486.364,00 (10.505.353.636,00) |
2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 596.249.613.410,00 295.555.489.415,00 (300.694.123.995,00) |
2225 Belanja Aset Tetap Lainnya 24.464.831.631,00 23.501.302.512,00 (963.529.119,00) |
2.3 BELANJA TAK TERDUGA 42.422.830.000,00 22.021.021.753,00 ~ (20.401.808.247,0(
2.3.1 Belanja Tak Terduga 42.422.830.000,00 22,021.021.753,00 (20.401.808.24 51,91

SURPLUS / (DEFISIT) (352.905.050.168,12) (76.686.218.485,62) 18.831.682,50
3 PEMBIAYAAN IR
3.1 PENERIMAAN DAERAH 371.908.809.437,12 154.984.101.958,68
3.1.1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 21.908.809.437,12 21.908.809.435,68
3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daersh 350.000.000.000,00 133.075.292.523,00 |
3.2 PENGELUARAN DAERAH 19.003.759.269,00 14.503.759.269,00 |
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 15.503.759.269,00 14.503.759.269,00
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 3.500.000.000,00 0,00

PEMBIAYAAN NETTO 352.905.050.168,12 140.480.342.689,68
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 0,00 63.794.124.204,06 63.79
= '




